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KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 539/MENKES/SKNI/2008 

TENTANG 

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN 
DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM RANGKA PERCEPATAN 

PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK 

Menimbang 

Mengingat 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa dalam upaya meningkatkan ·mutu dan cakupan pelayanan medik 
spe.sialistik bagi masyarakat, perlu dilaksanakan program percepatan 
peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spcsiJiistik melalui 
pemenuhan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis pad;) Ru:nah Sakit: 

b. bahwa dalam upaya pemenuhan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di 
Rumah Sakit perlu diiakukan penerimaan Peserta Program Pemberian 
Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spes i<~lis: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan b, perlu ditetapkim pedoman Penerimaan Peserta Program 
Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis 
Dalam Rangka Percepatat'l Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan 
Medik Spesialist ik dengan Keputusan Menteri Kesehatan : 

1. Undang~Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 ~omor 55, Tambah3n 
Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana Ieiah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Nogara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambai1an Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keseh.tliln (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor toO, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu:1 2003 Nomor 4·7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,1286); 

4 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sislt!m Pend idikan 
Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?.003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbencL1I1araan Negara 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambah3n 
Lembaran Negma Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang··Undang Nomor 15 Tahun 2004 tent<~ng Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lcrnbaran Negara 
Repu!:>lik Indonesia Nomor 4400) : 

7. Undang-Undang Nom or 29 Tahun 2004 Tentang Prr:t klik Kedokteran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :!00'1 Nomor 116, 
Tambahan Ler.1baran Negara Republik Indonesia Nom or 4431 ); 
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana te,lah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tent2ng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Und<mg-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjacli Llndang-Undang 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 11548); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peruncangan Keuangan 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor ~ 26 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom or 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Renc<~na Pembangunan 
Jangka Panjang Naslonal Tahun 2005-2025 (Lembar<m Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4286) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Ta un 1996 tentanq Tenaga Kesehata;, 
(Lembaran Negara Republik lnd nesia Tahun 1996 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia Nornor 3637); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 ahun 2005 teni<Hl[J Pengangkatan 
Tenaga .Honorer Sebagai Cal on Peg wai Negeri Sipil (l .ombaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Ler.1baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4743) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Dacrnh Propinsi dan 
Pemerintahan Kabupaten/Kota (lembaranan Negam Republik Indonesia 
Tahu.n 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009: 

15. Peraturan Presiden Nomor 9 lahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kcmenterian Negara 
Republik Indonesia, sebagairoana telah diubah tlengan Peraturan 
Presiden Nomor 94 Tahun 2006: 

16. Keputusan Menteri Kegehatan Nomor 1207.A/MENKES/SKNIII/2000 
tentang Pendayagunaan Ookter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis; 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nom or 1575/MENKES/PER/XI/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keset1atan yang telah 
dlubah dengan Peraturan Menteri Kesehntan Nomor 
1295/MENKES/PER/XII/2007; 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PEHIIV/2007 tentang 
lzln Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 
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19. Peraturan Menteri Kesehatan Nom or 949/MENKE SIPERNIII/~007 
tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpene!! dan Sangat 
Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peri11uran Menteri 
Kesehatan Nomor 1239/MENKES/SK/XII/2007; 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/MENK[ S/PER/XI/2007 
tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan; 

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/MENKES/SKIXII/2007 
tentang Pemberian lnsentff Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang 
Melaksanakan Penugasan Khusus; 

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/MENKES/SKIV/2007 tentang 
Kelompok Ke~a Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik 
Melalui Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Kompetensi: 

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/MENKES/PER/VI/2008 tentang 
Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spes1alis/Dokter Gigi 
Spesialis Dalam Rar.gka Percepatan PeningKatan Akses dan Mutu 
Pelayanan Medik Spesialistik; 

24. Kepu:usan M~nteri Kesehatan Nomor 538/MENKES/SKIVI/2008 tentang 
Komponen dan Tata Cara Perr.berian Bantuan Biaya Program 
Pendid ikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis ; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 
PENERIM.P.AN PESERT A PROGRAM PEMBERIAN BANTU AN 
PENOIDH<AN DOKTER SPES!ALISIDOKTER GIGI SPESIALIS DALAM 
RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU 
PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK. 

Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan 
Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan 
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spes ial1st ik sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantLi:n d ;:~lam Lampirnn 
Keputusan ;ni. 

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan 
sebagal acuan da!am melaksanakan penerimaan PC'.serta Program 
Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter G191 Spesialis. 

Menteri, Konsi! Kedokteran Indonesia, Pemerintah Dael'illi. dan Organisasi 
· Profesi melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhacfap Pelaksanaan 
Keputusan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing
masing. 

Pembiayaan sebagai pelaksanaan Keputl.;san Menteri ini dibebankan pada 
Anggaran Departemen Kesehatan. 
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Keputusan inl mulal bertaku sejak tanggal ditetapkan. 
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Lampi ran 
Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor : 539/MENKES/SKNI/2008 
Tanggal: 17Juni 2008 

PEDOMAN PENERIMAAN PESERT A PROGRAM PEMBERIAN BANTU AN PENOIDIKAN 
DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM RANGKA PERCEPATAN 

PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK 

A. PENDAHULUAN 

1. Sebagian besar Rumah Sakit Daerah belum terpenuhi keb~,;:uhan Dokter 
Spesiillis/Dokter Gigi Spesialis sesuai standar, maka Departemt:.n Kesehatan 
berupaya meningkatkap akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya 
pelayanan medik spesialistik di Rumah Sakit melalui perfuasan program pendidikan 
Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis berbasis kompetensi eli seluruh wilayah 
Indonesia. 

2. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memperoleh hak dalam pelayanan medik 
spesialistik, perlu segera diupayakan penerimaan Peserta Program Pemberian 
Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Ookter Gigi Spesialis, yang selanjutnya setelah 
menyelesaikan pendidikan akan ditempatkan pada Rumah Sakit yang 
membutuhkan. 

3. Penerimaan Peserta Progran1 Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter 
Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam rangKa Percepatan Peningkatan Akses dan 
Mutu Pelayanan Medik Spesialistik sebagai Pelaksanaan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 535/MENKES/PERNI/20CB tentang Program Pemberian Bantuan 
Pendidikan ;)okter Spesialis/Dokter Gigi Spesiafis Dalam Rangka Percepatan 
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medlk Spesialistik. 

B. TUJUAN 

1. Pedoman ini bertujuan sebagai acL'an bagi Kelompok Kerja Percepi.'ltnn Peningkatan 
Pelayanan Medik Spesialistik Melalui Pendidikan Dokter Spcsialis Berbasis 
Kompetensi dan/atau pelaksana·~ yang ditunjuk di Tingkat 
Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan prose:s penc r1maan Peserta 
Penerima Bantuan Program pendldlkan Dokter Spesia!is/Dokter Gig1 Spesialis . 

2. Menjamin transparansi dan mencegah terjadinya korupsi, kolus1 dan nepotisme 
dalam melakukan proses penerimaan Peserta Penerima Br1ntuan Prograr.1 
pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis . 

C. RUANG LINGKUP 

Huang lingkup Pedoman inl , mel iputi : 

1, Perencanaan dar1 persiapan penerimaan; 

2. Pelaksanaan penerimaan; 
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3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan; 

4. Evaluasi hasil pelaksanaan penerimaan. 

D. PENGERTIAN 

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan : 

1. Peserta Penerima Program Bantw=m Pendidikan Dokter Spe~ialis/Dokter Gigi 
Spesialis adalah peserta PPDS/PPDGS yang akan m~ngikuti pendidikan dan 
residen yang akan/sedang melaksanakan pendidikan dokter · spesiali5/dokter gigi 
spesialis yang dicalonkan melalui Pokja Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau 
peiaksana yang ditunjuk. 

2. Penerimaan peserta adalah proses rekrutmen caJon peserta prowam pendidikan 
Dokter Speslalis/Dokter Gigi Spesialls penerima bantuan pendiclikan dalam rangka 
percepatan penlngkatan pelayanan medlk spesialistik yang dimulai dari 
perencanaan, pengun:~uman, per~yaratan, pelamaran sampai dengan penetapan 
peserta penerima bantuan pend1dikan. 

E. PROSES PENERIMAAN 

1. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENERIMAAN 

a. Umum 

Proses penerimaan calon Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan 
Dokter Spesialis/Dokter Gigi Bpesialis didasarkan atas rencana kebutuhan 
Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang disusun oleh Pemerintah 
Propinsf/Kabupaten/Kota. Penerimaan harus dilaksanakan sccara transparan 
dan objektif, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan serta tidak 
membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau rlr.u~rah . 

Dafam upaya mendapatkan calon peserta program pend;':iikan Dokter 
Spesialis/Ookter Gigi Spesiafr~ berbc:sis kompetensi penerima bantuan 
pendidikan dlfakukan seleksi administrasi dan mengikuti tes akmlemik di Rumah 
Sakit Pendidikan yang ditunjuk. 

b. Perencanaan kebutuhan 

Perencanaan kebutuhan disusun oieh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota 
berdasarkan hasil verifikasi data, perhitungan dan analisis kebutuhan l,mtuk 
disampaikan kepada Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan 
Pendidik-an Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis. 

c. Tatalaksana Pencalonan P~serta 

Tatalaksana Pencalonan Peserta meliputi Kriteria, Persyaratan, Jadwal dan 
lokasi pelaksanaan sefeksi administrasi dan akademik serta pernbiayaan. 

1) Kriteria 

Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Ooktcr Spesialis/Dokter 
Gigi Spesialis memlliki kriteria, sebagai berikut : 

a) Warga Negara Indonesia 

b) Be.rpendidikan dokter umum/dokter glgi yang berstatus : 

• PNS dan Non PNS 
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• Sesuai butir sat'J dapat akan /sedang menjalani program pendidikan 
Dokter Speslalis/Dokter Gigi Spesialis 

c) SehE~t jasmani dan rohani 

d) Bagi yang belum PNS bersedia diangkat sebagai CPNS eli daerah sesua i 
perjanjian. 

2) Persyaratan 

Persyaratan pengajuan kelengkapan berkas lamaran 

a) Usulan dari Pokja · P ropinsi/Kabupaten/Kota dan/atau pclaksana yang 
ditunjuk; 

b) Bagi calon peserta yang akan mengikuti seleksi akaflemik, mengisi 
formulir lamaran PP~S/PPDGS yang disediakan ol()h Departemen 
Kesehatan sebanyak 1 (satu) set bermaterai; 

c) Bagi eaton peserta yang sedang/akan mengikuti penclrdikan Oor.ter 
Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, dilengkapi dengan r. 11r at keterangan 
sedang/akan mengikuti pendidikan Dokter Spesinlis/Ook tr.r Gigi Spesialis 
dari Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi yang bersan9kt rtan : 

. . 
d) Sural Pernyataan bersedia memenuhi ketentuan Pro~JI ;J rn Pemberian 

Bantuan Pendidikan Dul<ter Spesialis/Dokter Gigi Spesi;llrs . 

e) Fotocopi ljazah dokter yang dilegalisir oleh pejabat yang hcrwenang: 

f) Fotocopi transkrip Akademik yang dilega lisir asli ; 

g) Fotocopi Surat Tanda Reg istrasi (STR); 

h) Fotocopi Surat Rekomendasi dari 101/PDGI di wiiRyah S£!1£~rn pat: 

i) Pas photo ukuran 4x6 em sebanyak 5 (lima) lembar; 

j) Daftar riwayat hidup 

k) Surat Keterangan Sehat 

I) Bagi )rang berstatus PNS, menyertakan : 

• Fotoc:opi Keputus2n PNS 

• Fotocopi Keputusan kena ikan pangkat terakhir 

• Fctocopi Keputusan Kartu Pegawai. 

• Fotocopi sural rekomendasi dar! plmpinan unit keqa 

Bagi yang berstatus Non PNS, menyertakan fotocopr sur .:11 rekomendasi 
dari pimpinan unit kerja . 

3) Jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi administrasi dan aka<ier.1ik 

a) Pelaksanaan seleksi administrasi eaton peserta Program .Pemberian 
Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gig i Spesialis dilakukan di 
seluruh Propinsi/Kabupaten/Kota dan telah diterima eli Departemen 
Kesehatan cq . Sekretariat Pokjr Pusat sesuai j adwt:~ ! y;:u19 di tentukan. 
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b) Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi administrasi Tim Pelaksana dan 
Pengefofa Program Pembe~ian Bantuan Pendidikan Dokter 
Spesfalis/Dokter Gigi Spesialis menyusun jadwal yang lebih rinci setiap 
kegi~1tan yang akan dilaksanakan antara lain mengenai waktu, tempat 
serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan seleksi administrasi dan 
akademik. 

4) Pembiayaan 

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja· Negara 
Departemen Kesehatan. 

q. Pengumuman 

lnformasl penerimaan calon peserta diumumkan melalui Sural Edaran Sekretaris 
Jenderaf Departemen Kesehatan kepada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota. 

e. Pengajuan Lamaran 

1) Setiap pelamar harus membuat surat permohonan yang ditujukan kepada 
Ketua Pokja Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau pelaksana yang ditunjuk 
melafui unit kerja yang bersangkutan dengan melampirkan · seluruh 
persyaratan. 

2) Penerimaan surat permohonan dan berkas lamaran dilaksanakan sesuai 
jadwal yang ditentukan dalam Surat Edaran Sekretaris Jencleral Departemen 
Kesehatan. 

2. PELAKSANAAN PENERIMAAN 

a. Seleksl Administrasi 

1) Pemeriksaan kelengkapan berkas famaran dilaf<ukan oleh PokJa Propinsi. 

2) Lamaran yang telah memenuhi syarat administrasi disusun dalam satu d!lftar 
nominatif sebagai bahan pengendalian administrasi , selanjutnya disampaikan 
kepada Pokja Pusat. 

3) Daftar nomlnatif sebagai bahan pengendalian administrus' diverifikasi oleh 
Tim Pelaksana dan Pengelofa Program Pemberian Bantuan Pendidikan 
Dokter Spesialis/Dokter Gigl Spesialis. 

4) Tim Pelaksana dan Pengelofa Program Pemberian Bantuan Pendidikan 
Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis menyampaikan hasil verifikasi kepada: 

• Pokja Propinsi untuk keperluan pemanggilan calon Peserta guna 
mengikuti seleksi akademik; 

• Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi untuk keperluan sclt:ksr akademik. 
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1) Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi menyelenggarakan seleksi akademik 
berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Pelaksana dan Pengelola Program 
Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis . 

2) Hasll seleksi akademik dlkirlmkan oleh Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi 
kepada Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan 
Pendldikan Dokter Speslalis/Dokter Gigl Spesialis. 

c. Penetapan dan Pengumuman Peserta Penerima Bantuan Pendidikan 

1) Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian B;mtuan Pendidikan 
Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis melakukan kajian untuk penetapan 
Peserta Penerima Bantuan Pendldlkan Dokter Spesialis/Dokter Gigi 
Speslalis. 

2) Tim Pelak.sana dan Pengelola Program Pemberlan Bantuan Pendidikan 
Doktet Spesialis/Dokter Glgl Spesialis mengajukan Hasil Kajian kepada 
Menteri l<esehatan untuk ditetapkan. 

3) Penetapan Menteri Kesehatan disampaikan ket'ada Pokja 
Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau petaksana yang ditunjuk untuk 
dlumumkan dengan menyebutkan nama pelamar, ternpat tanggal lallir, 
Bidang Spesialisa&i, Universita!:!, jadwat pendaftaran ulang dan jadwal 
dlmulainya pendidikan. 

3. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENERIMAAN 

Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter 
Speslalls/Dokter Gigi Spesialls melakukan pengawasan dan pengendalian dalam 
Perencanaan dan Persiapan serta pelaksanaan penerimaan Peserta Program 
Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis. 

4. EVALUASI HASIL PELAKSANN,N PENERIMAAN 

a. Pokja Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau pelaksana yang uitunjuk melakukan 
evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan Program r'emberian Bantuan 
Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gig i Spesialis. Hasil .ev<1h1a si disusuli dalam 
bentuk !aporan disertai rekomendasi pelaksanaan Program Pernberian Bantuan 
Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesiatls . 

b. Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter 
Spesialis/Dokter Gigi Spesialis mengkoordinasikan pelaksal)aan evaluasi 
Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, 
selanjutnya menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Menteri Kesehatan. 



F. PENUTUP 
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Pedoman Penerlmaan Peserta Program Pemberlan Bantuan Pendidikan Dokter 
Spesialls/Dokter Glgl Spesialls Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses Dan 
Mutu Pelayanan Medik Spesialistik diterbitkan oleh Menteri Kesehatarl agar dijadikan 
acuan bag I instansl Pusat. dan Daerah. 

KESEHATAN, 

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K) 


